ABSTRAK

Negara merupakan sebuah organisasi besar yang didalamnya terdapat rakyat
sebagai individu yang menaruh harapan besar terhadap keberjalanannya
pemerintahan tetapi suatu pemerintahan yang gagal mewujudkan keinginan dari
rakyatnya maka dapat menimbulkan suatu gerakan pemberontak seperti
Organisasi Papua Merdeka. Penelian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai
kasus penyanderaan pilot asing yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat — Organisasi Papua Merdeka. Penelian ini dilakukan dengan
metode penelitian doktrinal atau normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah deskriptif analisis. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi
kepustakaan dimana data sekunder digunakan untuk permasalahan yang diteliti.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana data yang
dikumpulkan berbentuk kata-kata.

Dalam penelitian ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban atas tindakan
yang dilakukan oleh TPNPB-OPM dalam menyandera pilot asing tersebut, namun
Indonesia memiliki Indirect State Responsibility atas WNA tersebut sebagai
akibat dari penyanderaan. Indonesia sendiri dapat melakukan langkah-langkah
dengan berdasarkan kebijakan hukum dan kebijakan non-hukum. Melalui
prosedur tersebut Indonesia dapat melakukan penyelamatan terhadap pilot asing
tersebut baik melalui operasi militer maupun negosiasi damai.
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